
BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 3€TAHUN 20I.6

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM

KABUPATEN KATINGAN

Menimbang: a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI I(ATINGAN,

bahura sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah l(abupaten
Katingan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2OO8
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Katingan, aBtr lebih berdayaguna dan berhasil guna, perlu
ditetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang T[gas Pokok,
Fungsi dan Uraian T\rgasDinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM l(abupaten Katingan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a diatas, perlu mentapkan Peraturan Bupati
Iktingan tentang Ttrgas Pokok, ftrngsi dan Uraian T\rgas
Dinas Perindustrian, Perd.agangan, Koperasi dan UMKM
Kabupaten Katingan;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor 3041) sshlagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor I Tahun L974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
{Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun t999 Nomor 169
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 389Oh

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OO2 teniang Pembentukan
Kabupaten Katingano Kabupaten Serrr5ran, Kabupaten Sukamara,
I(abupaten Lamandau, Kabupaten Gurrung Mas, Kabupaten
hrlang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito
Timrrr di Provinsi I(alimantan Terrgah {I.cmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2AA2 Norror 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a18O);

Undang-Undang Nomor LT Tahun 2OO3 tentaag Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Mengingat : L.

b.

2.

3.



4. Undang-Uadang Nomor 1 Tahun 2OA4 tentang Perbendaharaan
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lernbaran Negara Replrblik Indonesia Nomor a355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan
Keuangaa antara Pemerintah Pusat dan Pemeriatahan Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nornor 126,
Tambahan Lembaran Negara Repubtrik Indonesia Nomor aa38);

6. Undang-Undaog Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan {Irmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 523a);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2AL4 Entang Aparatur Sipil
Negara {t,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AL4 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9a);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 teatang Pemerintahan
DaeraJa (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik trndonesia
Nomor 5587i, sebagaimana telah diubah denga-n Undang-Uadang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubal:an Kedua atas Unda.ng-
Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang Pemerintahan Daerah
{l,embaran Negara Republik Indoaesia Tahun 2015 Noraor 58,
Tambahan Lerrrbaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791:

9. Perafirran Pemerintah Nomor tr 6 Tahun L994 tentang Jabatan
Frrngsional Pegawai Negeri Sipil {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun L99+ Nomor 22, Tarrrbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Noraor 75a71;

1O. Peraturan Pernerintah Nornor 1OO Tahun 2OO0 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Strukhrral
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nornor 197,
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018)
sebagaimana telah <iiubah dengan Perattrran Pemerintah Nomor
13 Tahun 2OA2 tentang Perubahan Atas Peraturare Pemerintah
Nomor 1OO tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam
Jabatan Struktural {kmbaran Negara Republik Indonesia ?ahun
2OOZ Nomor 33, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a$al;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOS Nomor 14O, Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor a578h

12. Peraturan Peaeerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawa.sa:l Penyelengaraan Pemerintah
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5
Nomor 165, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

13. Peraturare Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OAT ftntang Pembagian
Urusan Pemerintahan amtara Pemerintah, Pernerintahan Daerah
Provinsi, dan Pernerintahan Daerah KabupatenlKota (I*eurbarart
Negara Republik Indonesia Tahun 2OAT Nomor 82, Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371;

14" Peraturan Pemerintah Nomor 4L Tahun 2AOT tentrrng Organisasi
Perangkat Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2AAT Nornor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor a7all;



8. Kepala Dinas adalah Kepa1a Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM lfubupaten Katingan.

9. Pegawai Negeri Sipil, yang selaqiutrqra disingkat PNS adalah
warga negara Indonesia yang rnemenuhi syarat tertentu,
diangkat sehagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh
pejabat pernbina kepegawaian untuk rnenduduki jabatan
pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabrrpaten l(atingan.

1O. Jabatan Fungsional Urrrum adalah kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggungiawab, weurenang dan hak
seseorang PNS dalam rangka mer$alankan tugas pokok dan
fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan
organisasi.

L 1. Jabatan fungsional tertentu adalah kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggungiawab, weqrenang dan hak
seseorang PNS dalarn suatu safiran organisasi yang dalam
pelaksaan tugasnya didasarkan pada keahlian dara/atau
keterampilan tertentu serta bersifat rnandiri dan kenaikan
pangkatrrya disyaratkan dengan angka kredit.

12. Nama-naflra jabatan fungsional umum adalah sebutan yang
menjadi identitas penama€m jabatan dibawah eselon [V.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi
dan UMKM, terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahkan :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagran Keuangan;

c. Sub Bagian Pen5rusunan Frogram dan Pelalroran.

c. Bidang terdiri dari :

a. Bidang Industri, membawahkan :

1. Seksi Agro Industri;

2. Seksi Aneka Industri;

3. Seksi Iklim Usaha dan Kerjasama Industri.

b. Bidang Perdagangan, membawahkan :

1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;

2. Seksi Perlindungan Konsumen;

3. Seksi Promosi dan Inovasi Perdagangan.

c. Bidang Koperasi, dan Usaha. MikrCI Kecil, dan Menengah
(UMKM), membawahkan :

1". Seksi Pembinaan UMKM;

2. Seksi Bina Usaha Koperasi;

3. Seksi Bina Kelembagaan Koperasi.



L5- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 teatang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perunda.ng-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2AL4 Nomor L99l;

16" Peraturan Daerah Kabupaten l(atingan Nomor 3 Tahun 2OO8
tentang Pembagian Umsan Pemerintah yang menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah
Kabupaten Katingan Tahun 2OO8 Nomor 3);

tr"7" Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah lkbupaten
Katingan Nomor 5 Tahun 2OO8 tentang Organsasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Kabupaten Katingan {Lembaran Daera}r Kabr.rpaten
Katingan Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Katingan Nomor 24);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2O1O tentang
Pembahan Atas Peraturan Menteri Da-lam Negeri Nomor 57
Tahun 2AO7 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi
Perangkat Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang
Pembentukan Froduk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KA"INGAN TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI
DAN URAIAN TUGAS DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOFERASI DAN UMKM KABUPATEI{ KATINGAN"

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang disraksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah l(abupaten Katingan.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan LtrusaR
pemerintah oleh Pernerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsif otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsif
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

3. Pemerintah Daerah adalah tsupati beserta Perang@t Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

4, Perangkat Daerah adatrah Organisasill,embaga pada Pemerintah
Daerah, terdiri atas Selrretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas
Daerah dan Lemhaga Teknis Daerah.

5. Bupati adalah Bupati l(atingan.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Katingan.

7. Dinas adalah Di:ras Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
UMKM l(abupaten lktingan.



d. Kelornpok Jabatan Fungsional;

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

BAB III
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TIJGAS

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM

Pasal 3

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah mempunyai tuga.s pokok mel,aksanakan sebagian
urusan Pemerintah Daerah di bidang perindustrian, perdagangan,
koperasi, usaha mikro kecil dan menengah.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagainnana dimaksud pada pasal 3
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Kotrrera.si dan UMKM
menyelenggarakan fungsi :

a" Pemrrlrsan kebijakan teknis dalam bidang perindustrian,
perdagaagan dan koperasi;

b. Penyelenggaraan urusa$ pemerintahan darr pelayanan umum
dalam bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi.;

c. Pernbinaan dan pelaksanaan tugas teknis dalam bidang
perindustrian, perdagangan dan koperasi;

d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati,
sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kesatu
KEPAI,A DINAS

Pasa"tr 5

{1} Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UMKM
Mempunyai Tugas pokok Melaksanakan Umsan Rumah Tangga
Kabupaten l{atingan Pada Sektor Perindustrian Perdagangan
Kotrrerasi Dan UMKM.

{2} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {L},
IGpala Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UMKM
menyelenggarakan fungsi :

a. Penyelenggaraan penglrajian, penetapan, Pengaturan dan
koordinasi pelaksanaan kebijakan Telsris Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UMKM.

b. Penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan
tugas-tugas mengenai Perindustrian, Perdagangan, Koperasi
dan UMKM

c. PengelenggEraan koordinasi dan kerjasanoa dalam rangfua
fugas dan fungsi Dinas

d. Pen-velengaraan koordinasi dan pembinaan UPT



{3} Untuk menyelenggara-kan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepata Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan
UMKM mempunyai uraian tugas :

a. Merurnuskan dan sinkronisasi renc€rna dan program
pembangunan industri, perdagangan, kotrrerasi dan UMKM atas
dasar keterpaduan dan kebi,jaksanaan Pemerintah Kabupaten
Katingan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan
Pemerintah Pusat.

b. Membagi tugas dan rnemberi petunjuk kepada bawahan
(sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian Kepala Seksi
dan Stafl agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik.

c. Mengatur dan mengkoordinasikan Sekretaris, Kepala Bidang,
Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dilingkungan Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM agar sesuai
dan saling rnendukung datram pelaksanaan tugasnya.

d. Mengendalikan kegiatan Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub
Bagran dan Kepala Seksi di Lingkungan Dinas Perindustrian,
Perdaganga::., Koperasi dan UMKM agar sesuai dengan
program kerja"

e. Menilai prestasi kerja Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub
Bagian, Kepala Seksi dan pejabat ftrngsionai di Lingkungan
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
berdasarkan hasil kerja yang dicapai sslagai bahan penetapan
penilaian kinerja dan peningkatan karier.

f. Melaksanat<an koordinasi dalam upaJra membina hubungan
kerja dengan Dinas, Badan dan Instansi Vertikal lainnya serta
asosiasi/ lembaga-lembaga dunia usaha lainnya.

g. Membina dan mernberdayakan semua komtrronen Dinas
Perindustriart, Perdagangan, Koperasi dan UMKM agar dapat
melaksanakan tugas secara efektif dan efisien.

h. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksana€ul dan
pengawasan pengendalian teknis kebijaksanaan, pembinaan,
pengembangan, pengaturan industri, perdagangan, koperasi
dan usaha. mikro kecil dan menengah.

i. Memfasilitasi pelayanaa disektor Industri, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM.

j. Memberikan pengarahan dan petunjuk kepada investor atau
calon investor tentang berbagai penerapan peraflrran
PMA/PMDN, prosedur dan perqraratan dalam proses
pendaftaran perusahaan serta pengajuan izia usaha di hidang
industri, perdagangan, dan UMKM.

k. Memberikan rnasukan, usulara serta saran kepada Bupati baik
dalam per{rusunan keb{iaksa.naan, pemecahan masalah
maupull dalam rangka pembinaan yang berkaitan dengan
perkembangan dan pengatura:r di bidang industri,
perdagangan, koperasi dan UMKM.

l. Mernbuat Laporan petraksanaan tugas Dinas sebagai
pertanggungiawaban kepada Bupafi.

m. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan petunjuk Bupati-



Bagian Kedua
SEKRETARIAT

Pasal 6

(1) Sekretariat mempunyai tugas pokok mernberikan pelayanan
administrasi kepada semua unsur prindustrian perdagangau
koperasi dan umkrrr Llrusan kepegawaian, keuangan,
surat-men5rurat, perlengkapan, rumah tangga dan penyusunan
latrroran.

{2} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
{1}, Sekretaris merryelen fungsi :

a. Penyiapan bahan perlrmusan kebiiakan teknis dan program
pernbinaan, pengkoordinasian penyelenggaran tugas,
pelayanan adminitrasi dan pelaksanaan serta pengendalian
kegiatan urusan perencanaan, evalusi dan pelaporan.

b. Penyiapan bahan perumusan kebliakan teknis dan program
pembinaan, pengloordinasian penyelengaran tugas,
pelayanan dan pengelolaan adminitrasi pelaksanaan serta
pengendalian kegiatan urusan adminifrasi keuangan.

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan program
pembinaan, peng$oordinasian penyelenggaraan tugas,
pelayanan dan penggelolaan serta pengendalian kegiatan
adminitrasi umurn dan kepegawaian-

d. Penlrusunan laporan pelaksanaan tugas dan program
Sekretariat Disperindagkop dan UMKM.

e. Pelaksana€u:r tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala
Disperindagkop dan UMKM sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

{3} Untuk rrrerryelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat {2}, Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut ;

a. Menyusun dan merencanakan prograsr serta langkah-langkah
kegiatan Sekretariat Dinas Perindustrian Perdagangan
Koperasi dan UMKM Sebagai acuatl pelaksanaan tugas.

b. Mengkoordinasikan dan mendistribusikan tugas kepada Sub
tsagian dilingkLrngan Bagian Sekretariat sesuai dengan bidang
tugas masing-masing agar tugas dapat dilaksanakan dengan
baik.

c. Memberikan petunjuk kepada Sub Bagian di Liagkungan
Sekretariat baik tertulis maupua lisan agar tugas dapat
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundaag-undangan
yang berlaku.

d. Memeriksa dan mengoreksi hasil kerja para Sub Bagan
dilingkungan Sekretariat sesuai dengan petunjuk dan
ketenhran yaflg berlaku agar tidak terjadi kesalahan atau
kekeliruan.



e. Mengevaluasi dan merrilai hasil kerja para Kepala Sub Bagian
drlingkungan Sekretariat berdasarkan hasil kegiatan yang
dicapai sebagai bahan pembuatan Daftar Penilaian Prestasi
Kerja dan peningkatan karier.

f. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian dan meyiapkan
bahan-bahan dalam menetapkan kebdaksanaan pengolahan
data Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Dinas Perindustrian
Perdagangan Koperasi dan UMKM berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta mengadakan
koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daeratr Kabupaten
Katiagan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

g. Menyelengarakan adaninistrasi keuangan, perencana€a
anggaran dan penyiapan dana serta pertanggungiauraban
keuangan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta mengadakan koordinasi dengan
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten
Katingan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

h. Menyelenggarakan admirristrasi perlengkapan, iventaris dan
pemelitraraan ba.rang, berdasa.rkan ketentuan dan perundang-
undangan yang berlaku serta mengadakan kordinasi dengan
Bagian Perlengkapan dan aset Setda lfubupaten Katingan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

i. Menyelenggarakan urusafl surat men5rurat, rumah tatrlga,
protokol, keamanan dan unrsan lainnya yang belum di tlraikan
pada bidang lain.

j. Mengkoordinasikan per{rusunan laporan bulanan, triwulan
dan tahunan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan
UMKM yang bersumber dari data iaporan para Bidang,
Sekretariat dan Kelompok Jabatan Fungsioaal.

k. Melaporkan semua pelaksana.an tergas dan kegiatan
Sekretariat kepada Kepala Dinas baik secara lisan maupun
tertulis disertai sar€u:l dan pertimbangan untuk mendapatkan
petunjuk lebih lanjut"

1. Menyusrrn inforrnasi <ian laporan triwulan, semester dan
tahunan sekretariat sebagai pertanggungiawaban kepada
Kepala Dinas.

m. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

Sekretariat, membawahkan :

1. Kepala Sub Bagian Urnrrm dan Kepegawaian;

2. Kepala Sub Bagian Keuangan;

3. Kepala Sub Bagian Penyusunan Prograno dan Pelaporan.

I



Paragraf 1

SUB BAGIAN US{UM DAN KEPEGAWAIAI{

Pasal 8

{1} Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaiao mempunyai tuga.s
pokok membantu Sekretaris dalam hal mengkoordinasikan
urusan surat men5rurat, kearsipanrrumah tangga, humas dan
protokol, menJ rslrn rencana kebuhrhan barang dan pelaksanaan
pengadaan, penyimpanan, Pendistribusian, penggunaarr,
perawatan, inventarisasi, penghapusan barang perlengkapan
kantor dan pencatatan asset, serta roen5rusun rencana kebutuhan
kepegawaian, mutasi pegawai, organisasi dan tatalaksana,
dokumentasi peraturan perulrdang-undangan, evaluasi dan
pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sub
bagian.

(2) Untuk me*aksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {L},
kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan
fungsi:
a. Pengelolaan Adminitrasi Kepegawaian dan pemiliharaan

dokurnen kepegawaian.

b. Pelaksanaan layanan adminitasi perkantoran.

c" Pengelolaan surat men3rurat, kearsitrran dan penyiapan rapat-
rapat,

d. Pengelolaan rurnah tanga, perlengkapa.n, perneliharaan
barang invetaris Dinas.

e. Pelaksanaan tugas ilain yang di berikan pempinan sesuai tugas
dan fungsinya.

{3} Untuk menyelenggarakan fungsi sehagaimana dimaksud pada
ay-at (2), kepala Sub Bagian Umurn dan Kepe mernlruny-ai
uraian tugas:

a. Memahami praturan perundang-undangan dan ketentuan
lain yang diperlalnikan untuk menunjang pelaksanaan
tugas.Men5rusun program kerja yang berhubungaa d.engan
pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

b. Membagi dan mendistribusikan tugas serta memberi petunjuk
kepada baurahan (stafi dilingkungan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian sesuai dengan bidang hrgas masing-masing agar
senlua tugas terbagi habis serta dapat dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan trreraturan perundang-undangan yang
berlaku.

c- Merneriksa dan mengoreksi naskah hasil kerja baurahan (staf)
dilingkungan Sub Baglan Umum dan Kepegawaian untuk
menghindari terjadinya kesalahan/kekeliruan.

d. Melaporkan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagtan
Umum dan Kepegawaian kepada Sekretaris baik seeara lisan
maupun tertulis r.lntuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut.

e. Melakukan koordinasi dengan instansi/unit kerja terkait
untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

f. Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaat kepada bawahan
{staf} dilingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian"



g. Mengadakan evaluasi terhadap trrgas dan kegiatan
dilingkrmgan Sub Bagian Urnum dan Kepegawaia:: sebagar
bahan pertimbangan pelaksanaan berikutnya.

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepa1a Dinas

Paragraf 2
SUB BAGIAN KEUANCAN

Pasal 9

{1} Kepala Sub Bagian Keuangan mernpunyai tugas pokok membaretu
Sekretaris dalam hal merr5rusun rencana., mengelola dan
melaporkan pelaksanaan anggaran dan capaian kinerja dina.s,
per:nbina.an dan bimbingan terhadap bendaharawan dan
penatausahaan keuangan monitoring evaluasi dan pel,aporan
terhadap pelaksanaan.

{2} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada a5rat {1},
kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

a. Perencanaan kegiatan adminitasi keuangan pada Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM.

b. Pelaksanaan adminitrasi keuangan pada Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koprasi dan UMKM.

c. Pembagian Pelaksanaan hrgas adminitasi keuangan pada
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM.

d. Pelaksana€ul tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinYa.

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (21, kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas :

a. Mernaharni peratrrran prundang-rrndangan dan ketentrran
lain yang diperlakukan untuk menur{ang pelaksanaan tugas-

b. MenSrusun rencana anggaran belanja Dinas Perindustrian
Perdagangan Koperasi dan UMKM l{abupaten Katingan
berkoordinasi dengan para Sub Bagian dan Kepala Seksi pada
Bagian/Bidang dilingkungan Dinas Ferindustrian Perdagangan
Koperasi dan UMKM.

e. Mengkoordinir penyiapan dana untuk kegiatan rutin dan
pembangunan.

f. Membuat dan memeriksa konsep surat-$rrat yang
berhubungan dengan administrasi keuangan.

g. Membuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan angaran'
rutin dan pembangunan.

h. Melalrukan verifikasi surat pertanggungiawaban anggaran
sebelum disampaikan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Asset l(abupaten Katingan.

i. Melaksana.kan tugas lain yang diberilcan oleh lGpala Dinas.
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Paragraf,3
SUB BAGIAN PEI{YI.JSUN PROGRAM DAN PELArcRAN

Pasal 1O

(1) Kepala Sub Bagian penJrusunan Program dan Pelaporan
mempunyai hrgas pokok membanfi.l Sekretaris dalam hal
mengkoordinasikan, mea5rusun reflcana program/kegiatan,
anggaran, singkronisasi kebiiakan operasional bidang pendidikan
dan rnenyiapkan bahan-bahan, rnonitoring, evaluasi dan
pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sub
bagran.

(2) Untuk melaksanakale tuga.s sebagairnana dimaksud pada ayat {L},
kepala Sub Bagtan Pen5rusunan Program dan Pelaporan
menyelenggaraka* fungsi :

a. PerencanaaR kegiatan perenc{ulaan eva.luasi dan petraporan
yang meliputi penghimpunan rencana program/kegiatan,
evalua"si, dan lalroran dari masing-masing bidang pada Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM.

b. Pelaksanaan perencana€rn evaluasi dan pelaporan yang
meliputi penghimpunan rencana prograrn kegiatan evaluasi
dan laporan dari masing-masing bidang pada Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM.

c. Pembagian pelaksanaan tugas perencacaan evaluasi dan
laporan dan masing-masing bidang pada Dinas Perindustian,
Perdagangan, Koperasi dan UMKM.

d. Pelaksanaan tugas lain yaag diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya"

(3! Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat l2l, kepala Sub Bagian Pen5rusunan Program dan Pelaporan
mempunyai uraian tugas :

a. Memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan
lain yang diperlakukan untuk menunjang pelaksanaan trrgas.

b. Menlrusun program kerja yang berhubungan dengan
pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Pen5rusunan Program dan
Pelaporan sebagai pedoman rnelaksanaaa tugas.

c. Melakukan koordinasi dengan instansi/unit kerja terkait
untrrk kelancaran pelaksanaa.n tugas.

d. Meng!<oordirrir pelrrbuatan laporan untuk bahan evaluasi
pelaksanaan tugas serta saran dan pertimbangan Kepala
Dinas melatui Sekretaris untuk mendapat petunjuk lebih
lanjut.

e. Membagi dan mendistribusikan tugas serta memberi petunjuk
kepada bawahan (staf| dilingkungan Sub Bagian Pen5rusunan
Program dan Pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya
masing-masing agar semua fugas terbagi habis, serta dapat
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikaa oleh Kepala Diaas.
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Bagtan Ketiga
BIDANG INDUSTRI

Pasal 11

{L} Kepala Bidang Industri mempunyai tugas melaksanakan
sebagian fungsi Kepala Dinas di Bidang Agro, Aneka, serta Iklim
Usaha dan Kerjasama Industri.

{2} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Bidang Industri rnempunyai fungsi :

a. Perumusan kebiiakan di Bidang Industri Agro, Aneka serta
Iklim Usaha dan Kerjasama Industri;

b. Pen5rusunan rencana prograrn dan petunjuk teknis di Bidang
Industri Agro, Aneka serta Iklim Usaha dan Kerjasama
Industri;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Bidang Industri Agro,
Aneka serta Iklim Usaha dan Kerjasama Industri;

d" Pelaksanaan tugas lafur, yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

{3} Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana pada ayat {2}, Kepala
Bidang Industri mempunyai uraian tugas :

a. Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di
bidang industri;

b. Mengelola penlrusunan rencana dan prCIgram kerja industri
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

c. Mendistribusikan dan nremberi petunjuk pelaksana,an tugas
kepada para Kepala Seksi sesuai dengan tugas dan
fungsinya;

d. Membina dan memotivasi. bawahan dalam rangka
pelaksanaan tugas;

e. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai
pelaksanaan tugas bawahannya;

f. Mengoreksi dan memaraf surat-surat dan naskah dinas di
bidang industri yang akan di tanda tangani oleh kepala
Dinas;

g. Menyiapkan bahan pen3nrsunan dan menelaah peraturan
dan penrndangan-undangan di bidang industri;

h. Menetapkan bidang usaha industri prioritas kabupaten;

i. Memberikan fasilitas usaha dalam rangka pengernbangan
IKM di kabupaten;

j. Memfasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank
dan lembaga keuangan bukan bank di kabupaten;

k. klembina industri dalam rangka pencegahan peacemaran
lingkungan yang diakibatkan oleh industri tingkat
kabupaten;

1. Memfasilitasi kernitraan antara i.ndustri kecil, menengatr Can
industri besar serta sekor ekonomi lainnya di kabupaten;

m. Memfasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola
kernitraan usah.a di kabuPaten;
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p.

n. Membina asosiasi/orga:eisa.si/industri tingkat kabupaten;

o. Membentuk dan membina unit pelaksana teknis tingkat
kabupaten;

Men5rusun tata ruang industri dalarn rangka pengembangan
pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi
penyediaan saraea dan prasarana {ialan, air, listrik, telepon,
unit pengolahan limbah IKM) untuk industri yang mengacu
pada tata ruang regional;

Mengumpulkan, analisis dan desiminasi data bidang industri
tingkat kabupaten/kota dan pelaporan kepada provinsi;

Monitoring, evaluasi dan peiaporan peiaksanaan urusan
pemerintah di bidang industri di kabupaten;

Melaksanakan koordinasi dengan instansi/unit kerja lain
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

Mengoordiaasikan da.n memantau pelaksanaan dan
pengembangan pembangun"an di bidang industri;

Mengoordinasikan dan mea5rusun sisterr, materi dan metode
pembinaan, penlruIuhan, pelatihan, studi banding, magang
bantuan peralatan dan permodalan bagi industri;

Membanhr dan melaksanakan sistem materi dan metode
pembinaan, penyuluhan, platihan, sttrdi banding, magang
bantuan peralatan dan permodalan bagi industri;

Mengoordinasikan pelaksanaan penganalisaatl iklim usaha
dan peningkatan keda sa.ma dengan dunia usaha di bidang
industri;

Mengoordinasikan pelaksanaan penlrusunan sistem, materi
dan metode pengka$ian dan iden'ifkasi sasaran objek
pembinaan, penyuluhan, pelatihan, studi banding, maga"rlg,
dan kebututran sarana peralatan industri;

Mengoordinasikan pelaksanaan penJnrsunan sistem, materi
dan metode pemberian bimbingan dan pengernbangan sararla
usaha dan produksi di bidang industri;

Mengoordinasikan pelaksanaan pengarahan investasi di
bidang industri;

Mengoordinasikan dan memantau plaksanaan peningkatan
kerja sama dengan balai penetritian dan pengembangan di
bidang industri;

Mengoordinasikan pelaksanaan pen5rusunan sistem, materi,
metode, pngkajian, identifikasi dan klasifikasi peningfuatan
mutrr hasil produksi, penerapan standar mutu produk dan
inovasi teknologi di bidang industri;
Mengoordinasikan dan memantam pelaksanaan sosialisasi,
pembinaan dan pengqjian mutu standar dari hasil industri;

4. Mengoordinasikan dare memamtau pelaksanaan
pemasya-rakatare dan penerapan gugus kendali mtrtu
industri;
Mengoordinasikan penlrususnan sistem materi, metoda
pengkajian, ideatilikasi dan klasilikasi bahan pembinaan,
pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang industri;

Melaksanakan pemantauan dan pembinaan di bidang
industri;
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7. Mengoordinasikan penyususnan sistem, materi, metoda
peagkasiian, identifikasi dan klasifikasi analisa iklim usaha
dalam upaya menumbuhkembangkan dan pemecahan
masalah di bida*g industri;

8. Memantau pelaksanaan analisa iklim usaha dan peaingkatan
teknis kerja sama dengan dunia usaha dalam upaya
menumbuhkembangkan dan pemeahall ruasalah di bidang
industri;

9. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala
Dinas yang berkaitan dengan bidang industri;

1O. Melaporkan kepada Kepala Dinas, setiap selesai
melaksanakan tugasl Penugasan;

1 1. Mengoordinasikan pen5n-lsunan rencana dan pelaksanaan
anggaran lingkup Bidang Industri;

12. Bersama dengan Selcretaris, melaksanakan
asistensilpmbaha$an pra rencana anggaran Bidang Industri
dengan Satuan Kerja terkait/Tim Anggaran/Panitia
Anggaran;

13. IVlengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugasl kegiatan Bidang Industri; dan

14. Melaksnakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsiaYa.

Pasal 12

Kepala Bidang Industri, membawah :

tr. Kepala Seksi Agro Industri ;

2. Kepatra Seksi Aneka Industri;

3. Kepata Seksi Iklim Usaha dan Kerjasama Industri-

Paragraf 1

SEKSI AGRO INDUSTRI

Pasal 13

(1) Kepala Seksi Ag.o Iadustri mempunyai tugas melaksanakan tugas
di seksi industri agro.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dinaaksud pada" ayat {1}'
kepala Seksi Agro Indrrstri menyelen fungsi :

a. Perumusan kebiiaf<an teknis di bidang agro industri ;

b. Pengelolaan urusafl pemerintah dan pelayanan ufilum di
bidang agro industri ;

c. Pembinaan dan pelaksarlaan tugas bidang agro industri ;

d. Pelaksanaan tugas lain yang dikrikan oleh Kepala Bidang
Industri sesuai derrgan tugas dan fungsinya-
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(3) Dalam melaksanakan fuagsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), kepala Seksi Agro Industri rnempr:rryai uraian tugas :

a. Membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas di
bidang agro industri;

b. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja industri
sebagai pedoman pelaksanaaa tugas di bidang agro industri ;

c. Mendistribusikan dan mernberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada baurahannya;

d. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan
tugas;

e" Memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai
pelaksanaan tugas bawahannya;

t Melaksanalcan koordinasi dengan instansi/unit kerja lain
untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;

g. Menyusun dan menelaah peraturan perundang-undangan di
bidang agro industri ;

h. Melaksanakan identifikasi darr per{rusunan rencana
pembangunan di bidang agro industri;

i. Il{elaksanaan p€rrlrusutlan sistean, materi darl metode
pembinaan, penyuluhan, pelatihan, studi banding, magaflg,
dan kebututran sarana peralatan industri di bidang agro
industri;

j. Melaksanakan penyuluhan, pelatihan, strrdi banding, magang
bantuan peralatan dan permodalan di bidang agro industri;

k. Melaksanakan peaganalisaall iklim usaha dan peningkatan
kerja sama dengan duaia usaha, magang bantuan peralatan
dan permodalan di bidang agro industri;

1. Melaksanakan perlrusunarl sistem, materi dan metde
pengkajian dan identilikasi sasaran objek trrembinaan,
penyuluhan, pelatihan, studi banding, magang, dan kebutuhan
sarana peralatan agro industri;

m. Melaksanakan pemberian bimbingan dan pengembangan
sarana usaha dan produksi di bidang ago industri;

n. Melaksanakan pengarahan irrvestasi di bidang agro industri;

o. Melaksanakan perr5rusunan sistem, materi, rrretode,
pengkajian, identilikasi dan klasifikasi pningkatan mutu hasil
produksi, penerapan standar mutu produk dan inovasi
teknologi di bidang agro industri;

p. Melaksanakan sosialisasi, pembinaan dan pengujian mutu
standar dari hasil produksi di bidang agro industri;

q. Melaksanakan pemasyarakatan dan penerapan gugus kendali
mutu di bidang agro industri;

r. Melaksanakan penJnr$urran sistem materi, naetoda pengkajian,
identjfikasi dan klasilikasi bahan pernbinaan, pemantauan dan
evaluasi kegiatan di bidang industri;

s. Melaksa-r:akan penlrusunan sistem, materi, metoda pengkajian,
identifikasi dan klasilikasi anatrisa iklim usaha dalam upaya
menumbuhkembanglffin dan pemecahan masalah di bidang
agro industri;
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t. Melaksanakan pemeriksaan dan pemantauan pada
perusahaan yang belum memiliki izin usaha iadustri [Uq,
perusahaan yang meng4iukan berkas izin usatra industri {IU$
dan yang telah habis masa berlakunya ;

u. Menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala
Bidang Industri yang berkaitan dengan kegiatan di bidang agro

industri dalam rangka pengambilan kepuhrsan ;

v. Melaporkan kepada Kepala Bidang Industri, setiap selesai
rnelaksanakan tugas I Penugasan ;

w. Menyiapkan batran penJrusunan rencana dan pelaksanaan
anggaran seksi agro industri;

x. Bersama deagan sub bagian progr€rm, melaksanakan
asistensi/pembahasan rencana anggaran seksi agro industri
dengan satuan Kerja terkait/Tim Anggarafl /Panitia Angaran;

y. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas/kegiatan seksi agro industri sesuai ketentuan yang
berlaku; dan

z. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Industri sesuai dengan tugas dare fungsinya.

Paragraf 2
SEKSI ANEKA INDUSTRI

Pasatr 1"4

{1i Kepata Seksi Aneka mempunyai tugas melaksanakan tugas di
seksi aneka industri.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
Kepala Seksi Aneka Industri menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebiqiakan teknis di bidang aneka industri ;

b. Pengelolaan urusan pmerintah dan pelayanan umrlm di
bidang aneka industri ;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang aneka industri ;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Industri sesuai dengan tugas dan fungsinya.

{3} Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat

{21, Kepala Seksi Aneka Industri mempunyai uraian blgas :

a. Membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas di
bidang aneka industri;

b. Mengelola penJrusuran rencanra dan prCIgram kerja aleks
industri sebagai pedoman peL;aksanaan tugas;

c. Mendistribusikan dan mernberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada bawahannYa;

d. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan
tugas;

e. Memantam, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai
pelaksanaan tuga,s bawahannYa;

f. Melaksanakan koordinasi dengan instansi/unit kerja lain
untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;
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g. Mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan dan
pengerfl"bangan percbangunan di seksi aneka industri ;

h. Menyusun dal menelaah peraturan perundang-r.lndangan di
bidang aneka industri ;

i. Melaksanakan identifikasi dan pelrJrusunan rencana
pembangunan di bidang aneka industri;

j. Melaksanakan penJrusunan sistem, materi dan metode
pembitlaart, penyuluhan, pelatihan, studi banding, magang,
artr kebutuhan sarana peralatan industri di bidang ageka
industri;

k. Meiaksanakan penyuluhan, pelatihan, sttrdi banding, magang

bantuan peralatan dan permodalan di bidang aneka industri;

1. Melaksanakan penganalisaan iklim usaha dan peningkatan
kerja sarna dengan dunia usaha, magang bantuan peralatan
dan perrrodalan di bidanganeka industri;

m. Melaksanakan penJftrsunan sistem, rnateri dan metode
pengkqiian dan identihkasi sasaran objek pembinaan,
penyuluhan, pelatihan, studi banding, magang, dan kebutuhan
sarana peralatan areeka iadustri;

n. Melaksanakan pemberia:r bimbingan dan pengembangan
sarana usaha dan produksi di bidang aneka industri;

o. Melaksanakan pengarahan investasi di bidang aneka industri;

p. Melaksanal<an penJrusuoan sistem, raateri, rnetode,
pengkqiian, identifikasi da1r klasifikasi peningkatan mutu hasil
pr"ar*i, penerapan standar muhr produk dan inovasi
teknologi di bidang anekaindustri;

q. Melaksanakan sosialisasi, pembinaan dan pengqiian mutu
standar dari hasil produksi di bidang aneka industri;

r. Melaksanakan pemasyarakatan dan penerapan gugus kendali
mutu di bidang aneka industri;

s. Melaksanakan pen5rusu.nan sistem materi, metoda pengfajian,
identifrkasi dan-klasilikasi bahan pembinaan, pernantauan dan
evaluasi kegiatan di bidang aneka industri;

t. Melaksanatmn penyusunan sistem, materi, metoda pengkqiian,
identifikasi dan klasifikasi analisa iklim usaha dalam upaya
menumbuhkembangkan dan pemecahan masalah di bidang
aneka industri;

u. Melaksanakan pemeriksaan dan pemantauan pada
perusahaan yang betum merniliki izin usaha industri {IUI},
perusahaan yang mengqiukan berkas izin usaha iodustri {IU!
dal yang telah habis masa berlakunya ;

v. Menyampaikan saran dan bahan gan kepada IgPd"
Bidang industri yang berkaitan dengan kegiatan di bidang
aneka industri dalam rangka peagambilan keputusan ;

w. Melaporkan kepada Kepala Bidang Industri, setiap selesai

melaksanakan tugasl Penugasan;

x. Menyiapkan bahan pen1rusurran rencana dal pelaksanaan
anggaran seksi aneka industri;
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Bersama dengan sub bagian program, melaksanakan
asistensi/pembahasan rencana al!ffiaran seksi aneka industri
dengan satuan Kerja terkait/Tim Anggaran/Panitia Anggamn;

Melaksanakan evaluasi dan pelapras pelaksanaan
tugas/kegiatan seksi aneka industri sesuai keten1ran yang
berlaku; dart
Melaksanakan tugas lain yang diberilen oleh Kepala Bidang
Industri sesuai deagan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
SEKSI IKLI}{ USAHA DAN KER.TASAMA INDUSTRI

Pasal 15

{1} Kepala Seksi lklirn Usaha dan Kerjasarua Industri mempu"ayai
tugasmelaksanakan Iklim Usha dan Kerjasarna Indtrstri.

{2} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pada ayat {1},
Kepala Seksi Iklim Usaha dan Kerjasama Industri
menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebdakan tekrris di bidagg Iktim Usafua dan
Kerjasama Industri;

b. Pengelolaan urusan pemerintah dan pelayanan umum di
bidang Iklim Usaha dan Kerjasama Industri;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Iklim Usaha dan
Kerjasama Industri;

d. Petaksa:raan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Industri sesuai dengan tugas dan fungsinya-

{3} Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala Seksi Iklim Usaha dan Kerjasama Industri
mempunyai. uraian tugas :

a. Membantu Kepala Bidaag dalam melaksanakan tggas di
bidaag agro industri;

b. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja industri
sebagai pedoman pelaksanaan tugas di bidang Iklim Usaha
dan Kerjasama Industri;

c" Mendistribusikan dan memberi petuqiuk pelaksanaan tugas
kepada bawahannya;

d. Membina dan memotivasi ba:wahan dalam rangka pelaksanaan
tugas;

e. Memantau, mengendalikan, merlgevaluasi, dan meni}ai
pelaksanaan tugas bawaharnYa;

f. Melaksanakan koordinasi dengan instansi/unit kerja lain
untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;

g. Men]rusun dan menelaah peraturan perundang-undangan di
bidang Iklim Usaha dan Kerjasama Industri;

h. Melaksanakan identifikasi dan penlrusunan fellcana
pembangunan di bidang Iklim Usaha dal Kerjasama.Industri;

v-

1.
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i. Melaksanaan penJrusunan sistem, materi dan metode
peunbinaan, pen5rulu.han, pelatihan, studi banding, magang,
dan kebutuhan sarana peralatan industri di bidang lklim
Usaha dan Kedasama Industri ;

j. Melaksanakan penyuluhan, pelatihan, studi banding, rrragang
bantuan peralatan dan permodalan di bidang lklim Usaha dan
Kerjasama Industri;

k. Melaksanakan penganalisaa$ iklim usaha dan peaingkatan
kerja sama dengan dunia usaha, magang bantuan
dan permodatan di bidanglklim Usaha dan Kerjasa*ra Industri;

l. Melaksanakan per$rusunan sistem, materi dan metode
pengkajian dan identifikasi sasaran objek pembinaan,
penyuluhan, pelatihan, studi banding, magang, dan kebutuhan
sarana peralatan Iklim Usaha dan Kerjasafita Industri;

m.Melaksanakan pemberian bimbingan dan pengembangan
sarana usaha dan produksi di bidang Iklim Usaha dan
Kerjasama Industri;

n. Melaksanakan pengarahan investasi di bidang lklim Usaha dan
Kerjasama Industri;

o. Melaksanakan perr5rusunan sistem, materi, metode,
peng@iian, idendfikasi dan klasilikasi peninsl€.tan mutu hasil
produksi, penerapan standar mutu produk dall inovasi
telarologi di bidang agro industri;

p. Melaksanakan analisa iklim usaha dan pningkatan teknis
kerja sama dengan dunia usaha dalam upaya
menumhuhke dan pemecahan masalah di bidang
iklim usaha dan kerjasaina i*dustri ;

q. Melaksanakan perr3rusunart sistern, materi, metoda pengkajian,
identifikasi daa klasilikasi analisa iklim usaha dalam upaya
menumbuhkembangkan dan pernecahan masalah di bidang
agro industri;

r. Melaksanakan pemeriksaan dan pemantauan pada
perusahaan yang belum memiliki izin usaha industri {IUI},
perusahaan yang mengqiukan berkas izin usaha industri (IU$
dan yang telah habis masa berlakunya ;

s. Menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala
Bidang Industri yang berkaitan dengan kegiatan di bidang
Iklim Usaha dan Kerjasama Industri ;

t. Melaporkan kepada Kepala Bidang Industri, setiap selesai
rnelaksanakan tugas/ penugasan;

u. Menyiapkan bahan pen5rusunan rencana dan pelaksanaan
anggaran seksi Iklim Usaha dan Kerjasama Industri ;

v. Bersama dengan sub bagan program, melaksanakan
asistensi/pembahasan rencana anggaran seksi Iklim Usaha
dan Kerjasarna Industridengan Satuan Kerja terkait/?im
Anggaran/ Panitia Anggaran;

w.Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas/kegiatan seksi Iklim Usaha dan Kerjasama Industri
sesuai ketentuan yang berlaku; dan

x. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Industri sesrrai dengan tugas dan fuogsinya.
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Bagtan KeemPat
BIDANG PERDAGANGAN

Pasal 16

{1} Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan' ' sebagian fungsi kepala Dinas dibidang Perdagangan Dalam
Neg#, Perlindungan Konsumen serta Promosi dan Inovasi
Perdagangan.

{2} Untuk melaksanakao tugas sebagaimana pada ayat (2, Kepala

Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan kogram dibidang Perdagangan Dalam
Negeri, Perlindungan Konsumen serta Promosi dan Inovasi
Perdagangan;

b. PenJrusunan Rencana Program dan Petunjuk Teknis di Bidang
Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen serta
Promosi dan Inovasi Perdagangan;

c. Pembinaan dan Pelaksanaan Ttrgas dibidang Perdagangan
Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen serta Promosi dan
Inovasi Perdagangan;

(3) Datam melaksanakan fungsi sebagairnana dimaksud pada ayat

{2}, Kepata Bidang Perdagangan mempunyai uraian tugas :

a. Merumuskan dan melaksanakan kebiLjakan teknis dibidang
Perdagirngan;

b. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka Perencanaan
Teknis Pembinaaa, Pengembangan dan Pengawasan Usaha di
Bidang Perdagangan;

c. Men5rusrrn Perencanraan dan Pelaksanaan Progfam di Bidang
Perdagangan;

d. Menyusun Pehlnjuk Teknis dan Pedoman Pembinaan Usaha
Perdagangan;

e. Melaksanakan Bimbiagan Tekrris Pernbinaan, Pengembangan
daa Pengawasan Usaha Perdagangan;

f. Melaksanakan Pemungutan Sewa Blok Pasar;

g. Menyediakan Informasi Pasar dari aspek harga dan non harga;

h. Melaksanakan Promosi Produk Unggulan melalui berbagai
sarana;

i. Melaksanakan Identifikasi Potensi Perdagangan sebagai bahan
Promosi Kerjasama dan Pameran Dagang;

j. Melaksanakan Anatrisa Iklim Usatra/Kqiian. KOordinasi dan
Peningkatan kerja.sama dengan Asosiasi Dunia Usaha di
Bidang Perdagangan;

k. Menyusun ProfiUPotensi sektor Perdagangan;

1. Melaksanakan lfujian/Analisis sector Perdagangan;

m. Melaksanakan Peningkatan Sr.mber Daya Manusia (SDM) bagi
Wirausaha;

n. Menyiapkan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak
lanjut hasil pemeriksaar5
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o. Melaksanakan Standar Pelayanan Publik {SPP} dan Standar
Operasional dan Prosedur {SOP};

p. Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal {SPM);

q. Mengevaluasian dan Melaporkan Pelaksanaan Tbgas Pokok
dan F\rngsi;

r. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan Tugas Pokok lainnya.

Pasal 17

Kepala Bidang Perdagangan, membawahkan :

1. Kepala Seksi Perdagngan Dalam Negeri;

2. Kepala Seksi Perlindungan Konsumen;

3. Kepala Seksi Promosi dan Inovasi Perdagangan.

Paragraf 1

SEKSI PERDAGANGAN DAI,AM NEGERI

Pasa-l 18

{1}. Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri mempr:nyai trrgas
melaksanalcan sebagain fungsi Kepala Bidang di seksi
Perdagangan Dalam Negeri.

{2}. Untuk melaksanakatr tugas sebagaimana pada ayat {2, Kepala
Seksi Perdagangan Dalam Negeri mernpunyai fungsi :

a. Perrrmusan kebijakan di seksi Perdagangan Dalam Negeri;

b. PenSrusunan rerrcana Progra-rrr dan peturjuk tekreis di seksi
Perdagangan Dalam Negeri;

c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas Seksi Perdagangan Dalam
Negeri;

d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang
Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsi;

{a} Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri mempunyai uraian
tugas:
a. Mertrrnuskan dan Pelaksanaan Keb{ialcan Teknis Seksi

Perdagangan Dalarn Negeri;

b. Mengumprrl dan mengolah Data dalam Rangka Pereacanaan
Teknis Seksi Perdagangan Dalam Negeri;

c. Men5rusun Perencanaan dan Melaksanakan Program Seksi
Perdagangan Dalam Negeri;

d. Menganalisis Iklira Usaha di Bidang Pembinaan Pasar dan
Distribusi Pasar;

e. $[emantau dan Mengevaluasi serta Koordinasi Peningketan
Kerjasama di Bidang Pembinaan Pasar dan Distribusi Barang;

f. Melaksanakan Fasilitas dan Pelaporan Sistem Informasi
Perdagangan dan PenSrusunan Informasi Potensi Usaha di
selrtor Perdagangan;
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g. Melaksanakan dan menyiapkan bahan Bimbingnan Te!1is
Dalam Pengernbangan usaha Perdagangan, sarana. usaha,
Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;

h. Mengolah Data Perizinan dan Peodaftaran Usaha di Bidang
Perdagangan Dalam Negeri;

i. Menyelenggarakan Pernbinaan dan Pengawasan Monitoring
dan-Evatuasi Kegiatan lnfornnasi Pasar dan Stabilitas Harga di
Daerah;

j- Mempersiapkan bahan Bimbingan Teknis Dalam
" pengembangan Usaha Perdagangan dan Pendaftaran

Perusahaan;

k. Mengelola Perizinan Usaha di Bidang Perdagangan;

1. Mengolah dan memberikan Informasi di Bidang Bina Usaha

Perdigangan dan Pendaftaran Perusahaan;

m. Melaksanakan Pernbinaan, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas;

n. Melaksagakan T\rgas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
secara berkala dalam rangka kelancaran Pelaksanaan T\rgas

Bidang Perdagangan-

Paragraf 2
SEKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pasal 19

{1} Kepata Seksi Perlindungan Konsumen mempurryai tugas
' ' *"t t sanakan sebagian fungsi Kepala Bidang di seksi

Perlindungan Konsumen-

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2, Kepala
Seksi Perlindungan Konsurnen mempunyai fungsi ;

a. Perumusan kebliakan di seksi Perlindungan Konsumen;

b. Penyustulan Rencana Prograrn dan Petunjuk Teknis di Seksi

Perlindungan Konsumen;

c- Pembinaaa dan Pelaksanaan tugas di Seksi Perlindungan
Konsr.rmen;

d. Pelaksanaan tugas laia yang diberikan oleh Kepala Bidang

Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsi'

{3} Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2}

Kepala. Seksi Perlindungan Konsumen mempunyai uraian ttrgas :

a. Melaksagakap Petunjuk Teknis Pengawasan Barang dan Jasa;

b. Membina dan mengkoordinasikan Pelaksagaan terhadap

Penyuluhan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar dan

Jasa;

c. Membina dan memberda€ryaEln PPBJ da:r PPNS-PK;

d. Membina Penyelenggaraan Perlindr-lpgan Konsrrmen

di Kabupaten;

e. Melaksanakan sosialisasi, Informasi dan Rrblikasi tentang

Perlindungan Konsumeo;



f. Melakukan pelayanan dan penanganan Penyelesaian Sengketa
Konsr-r.nren Skala Kabupaten;

g. Menyiapkan bahan bimbingan teknis penyuluhan konsumen
dan pengawasan terhadap barang kredar dan jasa;

h. Melakukan Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait
dalarn penyelenggartran Perlindungan Konsumen;

i. Melaksagakan Pembinaan, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan Pelaksanaan TLrgas;

j. Melaporkan Pelaksana.an Kegiatan Seksi Perlindungaa
Konsumen baik secara terfulis maupun lisan sesuai hasil yang
teiah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan;

Paragraf 3
SEKSI PROMOSI DAN INOVASI PERDAGANGAN

Pasal 2O

(1) Kepata Seksi Promosi dan Inovasi Perdagangan mempunyai tugas
melaksar:.alcan sebagian frrngsi Kepala Bidang Perdagangan di
Seksi Fromosi dan Inovasi Perdagangan.

{2} Unturk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2}, Kepala
Seksi Promosi dan Inovasi Perdagangan mempunyai fungsi :

a" Perumusa:r Kebiiakan di Seksi Promosi dan Inovasi
Perdagangan;

b. Penyuslraarl Rencana Program dan Petunjuk Teknis di Seksi
Promosi dan Iaovasi Perdagangan.

c. Pembinaan dan PelaksanaElrl tugas Seksi Promosi dan lnovasi
Perdagangan;

d. Pelaksanaan tugas Lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang
Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsi.

{3} Datam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat t2,
Kepala Seksi Promosi dan Inovasi Perdagangan mernpunyai
uraian tugas :

a. Ivlerumuskan dan melaksanakan Kebijakan Telaris Seksi
Promosi da:r Inovasi Perdagangan;

b. Mengumpulkan dan mengolah Data dalarn rangka
Perencanaan Teknis Seksi Promosi dan Inovasi Perdagangan;

c. Men5rusun, merencanakan dan melaksanakan Program Seksi
Promosi dan Inovasi Perdagangan;

d. Menyiapkaa bahan bimbingan Teknis Pembinaan dan
Pengembangan Promosi dan Inovasi Perdagangan baik di
dalam maupun di luar negeri;

e. Melaksanakan koordiaasi Penyelenggaraan Promosi dan
Inovasi dengan Dunia Usaha;

f. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi Pelaksareaan Promosi
Produk Industri dan Non Industri;

g. Menyiapkan bahan/data Peluang Investasi Bidang Perdangan
oleh Seksi Promosi dan Inovasi Perdagangan;
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h. Melakukan Pembinaan, Monitoring, Evaluasio Pemantauan dan
Pelaporan Pelaksanaan T\rgas Seksi Promosi dan Inovasi
Perdagangan;

i. Melaksanakan kegiatan Seksi Promosi dan Inovasi
Perdagangan baik sesara tertulis maupun secare lisan sesuai

hasil VttS telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan;
dan

j. Melaksanakall hrgas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
secara berkata dJam rangka kelancaran tugas seksi Promosi

dan Inovasi Perdagangan-

Bagian Kelima
BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL

DAN MENENGAH (UMKM}

Pasal2L

(1) Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menegah

TUMKM) merrpunyai Tugas melaksanakan xrru$an Pernerintah
baerah' di Bidang xoperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
berdasarkan asas otonomi dan tugas pernbantuan"

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Bidang Koperasi dan UMKM menyelenggarakan
fungsi:

a. perunlusan kebdakan teknis di bidang Koperasi dan UMKM;

b. Penyelenggara€ul ufl.lsan pemerintahan dan pelayanan umum
di bidang KoPerasi dan UMKM;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Koprasi dan
UMKM;

d. Pengelolaan ketatausa-haan di bidang Koperasi dan UMKM;

e. pelaksanaan tugas lain yaag diberikan oleh Pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsin3-a-

(3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat

{2}, Kepala Bidang Koperasi dan UMKM uraian tugas
sebagai berikut:
a. melaksanakan pengkqiian perumusan kebiliakan teknis di

bidang Koperasi dan UMKM;

b. membuat program kerja bidang berdasarkan rencana kerja
masing-masfutg seksi;

c. mengatur , mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas
bawahan;

d. memberikan petunjuk , bimbingan teheis dan penganrasan

bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;

f. mengkoordinasikan penJrusunan program kerja di bidang
koperasi dan UMKM,

g.merumuskan kebirjakan teknis pembinaan, pengembanga*,
pemberdayaan dan pengawasan koperasi dan UMKM;
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h. melaksanakan pembinaan dan pengendalian teknis
pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar,
p"*Urrt"ot dan penggabungan badan hukum koperasi,
penerbitan izin operasional kantor cabang koperasi, serta izin
L""fr" koperasi iirrpan pinjarn atau usaha simpan pinjam
koperasi;

i. melaksanakan pemberian perlindungan dalam rangka
operasionalisasi usaha koperasi dan UMKM;

j. melaksanakan fasititasi perkuatan permodalan koperasi dan
UMKM melatui bank dan lembaga keuangan lainnya;

k. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
teknis pnyelenggaraan usaha koperasi dan UMKM dibidang
kelembagaan, produksi, pembiayaan,pemasaran dan perluasan
jaringan usaha serta pengembangan sumber daya manusia.;

1. menetapkan kebijakan dalam rangka pemberdayaan koperasi
dan uMKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi koperasi
meliputi pendanaan, per$aingan usaha, prasarEula, inforrrasi,
kemitraan dan perizinan serta perlindungan;

m. Mengadakan koordinasi dengan instansilunit kerja terkait
dalam bidaag tugas untuk mernadukan visi Koperasi dan
UMKM;

n. melaksanakan pengawasan dan pelaporan perkembangan
koperasi dan UMKM;

o. membuat laporan hasil plaksanaan tugas dan memberi saran
dan pertimbangan kepada pimpinan $esuai tugas pokok dan
fungsi.

Pasarl 22

Bidang Koperasi. dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM),membawahkan :

1.. Kepala Seksi Pembinaan UMKM;

2. Kepala Seksi Bina Usaha Koperasi;

3. Kepala Seksi Bina Lembaga Koperasi-

Paragraf 1

SEKSI PEMBINAAN UMKM

Pasal 23

(1) Kepala Seksi Pembinaan UMKM melaksanakan tugas
Menyiapkan dan menSrusun pfogram pengembangan usaha Mikro
Kecil dan Menengah serta melakukan penyiapan bahan
perumusan dan keb{iaksanaan teknis melakukan fasilitasi,
pembinaan dan bimbingan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah.
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{2t Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

{1}, Kepala Seksi Pembinaan UMKM menyelenggarakan fungsi:

a. pen5rusunan dan analisis data bahan perumusan kebiliakan
tetoris dan rencana. program kerja di bidang usaha mikro, kecil
dan menengah; dan

b. pelaksana,an urusan tugas operasional teknis dan administratif
di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah-

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat {2}, Kepala Seksi Pembinaan UMKM mempunyai uraian
tugas:
a. MenSrusun rencana kegiatan seksi pembinaan Usaha Micro

Kecil dan Menengah

b. Mendistribusikan tugas*tugas tertentu dan memberi petuqiuk
peiaksanaan tugas kepada bawahan sehingga peiaksanaan
tugas berjalan lancar.

c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dan kegiatan barrahan untuk mengetahui tugas-tugas yang
telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian
prestasi kerja.

d. Membuat konsep, rnengoreksi dan memaraf naskah dinas
untuk meaghindari kesatahan

e. Mengikuti Rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya-

f. Menginventarisasikan jumlah Usaha Micro Kecil dan
Menengah.

g. Membirnbing dan membina usaha Micro Kecil dan Menengah-

h. Menyelenggarakan prornosi prodtlk Usaha Micro Kecil dan
Menengah"

i. Memfasilitasi UMKM rnemperoleh perijinan

j. Memfasilitasi UMKM memperoleh permodalanlbantuan baik
melalui lembaga keua-ngan/BuMN maupun dari Instansi dan
Lembaga terkait.

k. Melakuakan pembinaan dan bimbingan teknis pemberdayaan,
penambahan kleim usaha dan pemasaran bagi usaha Micro
Kecil dan Menengah.

1. Menyusr.ln laporan hasil pelaksanaan tugas seksi, Pembinaan
Usaha Micro Kecil dan Menengah, melrlberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perurnlrsan
kebiiakan.

m. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperuntukkan oleh
atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas.

Paragraf 2
SEKSI BINA USAHA KOPERASI

Pasal 24

(1) Kepala Seksi Bina Usaha Koperasi melaksanakan tugas pokok
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana
prograrn keda serta. pelaksanaan urusan tuga-s operasional dan
administratif di bidang biaa usaha koperasi'

(3)



{21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada. ayat

{1}, Kepala Seksi Bina Usaha Koperasi mempunyai fungsi :

a. penJrusunan dan analisis data bahan perumusan kebliakan
leknis dan rencana program kerja di bidang bina usaha
koperasi; dan

b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan
administratif di bidang bina usaha koperasi.

Dalam meyelenggaralan fungsi sebagaimana, dimaksr-ld pada ayat

{2}, Kepata seksi Bina usaha Koperasi merapunyai uraian tugas :

a. Men5rusun rencana kegiatan seksi bina usaha koperasi
sehagai pedoman bahan pelaksanaan tugas.

b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada bawahan sehiagga pelaksanaan tugas berjalan lancar.

c. Memantau dan rnengevakuasi pelaksanaan tugas dan
kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang sudah
aan Uetum dilaksanakan serta meraberika-n penilaian prestasi
kerja.

d. Membuat konsep, mengoreksi, rnemaraf dan atau
menandatangani naskah dinas.

e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.

f. Mengidentilikasi usaha bina koperasi meliputi industri
pertanian, industri non pertanian, perdagangan, jasa dan
aneka rrsaha.

g. Melakukan bimbingan teknis pengelolaan usaha sesuai
dengan jenis usaha atau komoditi atau usulan yang
ditangani.

h. Mernberikan dukungan rekomendasi basl koperasi yang
potensial untuk pengembangan usaharya,

i. Melakukan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan
monitoring pelaksanaan kegiatan pembiaaan usahanya.

j. Mengumpulkan dan mengelola data usaha koperasibaik jenis
mauprrn volume usahanYa.

k. Melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang
terkait dengan pembinaan usaha koperasi-

1. Men5rusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi Bina Usaha
Kotrrerasi dan memberikan saran dan pertirnbangan kepada
atasan sebagai batran perumusan kebijakan.

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh
atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tuga"s.

Paragraf3
SEKSI BINA KELEMBAGAAN KOPERASI

Pasal 25

{1} Kepala Seksi Bina Kelembagaan Koperasi melaksanakan tugas
penylapan bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana
progr** kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan
adrninistratif di bidang bina kelembagaan koperasi-

(3)
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(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Bina Kelembagaan Koperasi mempunyai
fungsi :

a. penJrusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan
teknis dan rencana program kerja di bidang bina
kelembagaan koperasi; dan

b. pelaksanaan urLlsan tugas operasional teknis dan
administratif di bidang bina kelembagaan koperasi.

(3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (21, Kepala Seksi Bina Kelembagaan Koperasi mempunyai
uraian tugas :

a. Menyusun rencana kegiatan seksi bina kelembagaan koperasi
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas

b. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan
tugas berjalan lancar.

c. Membantu, Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang
sudah dan belum dilaksanakan, serta memberikan penilaian
prestasi kerja.

d. Membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas
untuk menghindari kesalahan.

e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.

f. Melaksanakan sosialisasi, bimbingan dan terta cara
pembentukan, perubahan angga-ran dasar koperasi dan
pembubaran koperasi, badan hukum koperasi

g. Melaksanakan pendaftaran badan hukum koperasi,
perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran
koperasi, badan hukum koperasi.

h. Menyusun standarisasi akta pendirian, formulir pengesahan
pendirian perubahan anggaran dasar koperasi dan
pembubaran koperasi.

i. Melakukan koordinasi dalam rangka proses pengesahan,
pendirian, pembubaran anggaran dasar dan perubahan
koperasi.

j. Melaksanakan pembinaan, organisasi dan manajemen
koperasi sesuai dengan anggota dan usaha

k. Melakukan bimbingan teknis pengelolaan administrasi,
administrasi usaha dan audit sesuai standart administrasi
koperasi yang berlaku.

1. Melakukan penilaian klasilikasi koperasi apabila koperasi
yang bersangkutan membutuhkan.

m. Menyusun data keuangan koperasi kecamatan.

n. Melakukan pemantauan, evaluasi dan monitoring
kelembagaan koperasi.

o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi bina
kelembagaan koperasi dan memberikan saran, pertimbangan
kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.
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{21

t3)

Dalam melaksanakan tggas sebagaimana dirnaksud pada ayat

{1}, Kepala Seksi Bina Kelembagaan Koperasi mempunyai

fungsi :

a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan

ieknis dan rencana progra* kerja di bidang bina
kelembagaan koPerasi; dan

b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan

*d*iniutr"tif di bidang bina kelembagaan koperasi.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Xepata SEt*i Bina Kelembagaan Koperasi mempunyai
ur:aian tugas :

a. Men5rusun rencana kegiatan seksi bina kelembagaan koperasi
sebagai pedoman dalarn pelaksanaan tugas

b" Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk
pelaksanaan hrgas kepada bawahan sehingga pelaksanaan
tugas berjalan lancar-

c" Membamtu, Mengawasi dam mengevaluasi pelaksa:raan tugas
dar.r kegiatan basrahan untr.lk rnengeta.hui tugas-tugas lang
sudah dan belum ditaksanakan, serta memberikan penilaiaa
prestasi kerja.

d. Membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas
untuk menghindari kesalahan-

e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang furgasnya.

f. Melaksanakan sosialisasi, bimbingan dan tata cara
pembentukan, perubahan €ulggaran dasar koperasi dan
pembubaran koperasi, badan hukum koperasi

g. Melaksanakan pendaftaran badan hukurn koperasi,
perubahan anggararl dasar koperasi dan pembubaran
koperasi, baCan hukum koPerasi-

h. Menyusun standarisasi atr<ta pendirian, formulir pengesahan

p"rrdiri"r, penrbahan anggaran dasar koperasi dan
perabubaran koPerasi-

i. Melakukan koordiaasi dalag rangka proses pengesahan,
pendirian, pembubaran anggaran dasar dan pembahan
koperasi.

j. Melaksanakan pembinaan, organisasi dan manajemen
koperasi sesuai dengan anggota dan usaha

k. Meiakukan bimbingan teknis pengelolaaa administrasi,
administrasi usaha dan audit sesuai standart administrasi
koperasi yang berlaku-

1. Melakukan penilaian klasiiikasi koperasi apabila koperasi
yang bersangkutan membutuhkan-

m. Menlrusun data keuangan kopem.si kecamatan'

11. Melakukan pemantauan, evaluasi dan
kelembagaan koPerasi-

monitoring

o. MenSrusun laporan hasil pelaksanaan tugas sgksl bina
kelembagaan [operasi dan memberikan sara.!1, pertimbangan

kepada *t*** sebagai bahan perumusan kebirjakan"
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p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh
atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
UMKM sesuai dengan bidang keahliannya dan kebutuhan;
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang di
tunjuk dan bertanggiingjawab kepada Kepa1a Dinas;
Jumlah Jabatan Pungsional sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (21, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
dan
Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal27

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perindusrtian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang
mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam hal melaksanakan
sebagian kegiatan teknis operasional di Bidang Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UMKM dan kegiatan teknis penunjang
lainnya.

Pasal 28

Unit pelaksana teknis Dinas Perindusrtian, Perdagangan, Koperasi
dan UMKM menyelenggarakan fungsi :

a. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan teknis
operasional di bidang Perindusrtian, Perdagangan, Koperasi dan
UMKM;

b. Melaksanakan administrasi, ketatausahaan, keuangan,
kepegawaian, sarana dan prasarana Perindusrtian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM;

c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam
penyelenggaraan bidang Perindusrtian, Perdagangan, Koperasi
dan UMKM;

d. Menyediakan data di bidang Perindusrtian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM semua jenis;

e. Pelaksanaan rnonitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap
pelaksanaan program dan kegiatan sosial, tenaga kerja dan
transmigrasi;

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
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BAB VI
TATA KERJA

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang,
Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi serta pemegang jabatan fungsional
wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan
sinkronisasi secara vertical serta hortzontai baik dalam lingkungan
Dinas maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok maisng-masing.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, memenuhi
petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-
masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

Pasal 3O

Dengan berlakunya Feraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Katingan
Nomor 10 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Kepala Dinas, Sekretaris,
Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dilingkungan Dinas
Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan (Berita
Daerah KabupatenKatingan Tahun 2010 Nomor 1O) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

BAB ViI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada Lnggal,l6 -S - Sotb

GAN,

H. AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, t}-g-?orc

SEKR S DAERAH KABUPATEN KATINGAN,

NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2A16 NOMOR )83
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